
 
 

 
 

 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 82 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 82 TAHUN 
2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI, SERTA TATA KERJA, STAF AHLI BUPATI, SEKRETARIAT  
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  

DAERAH, INSPEKTORAT DAN KECAMATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan proses kegatan yang 
ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah 

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan 
rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;    

b. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas 
inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas 

Pemerintah Daerah diperlukan pengaturan mengenai 
tugas dan fungsi baru agar lebih independen dan 
objektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan 
Kecamatan perlu diubah; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf 

Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan 

Kecamatan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573);   

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1910); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 

9. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 83); 
 

MEMUTUSKAN : 

  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 82 TAHUN 

2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI 

BUPATI, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN 
KECAMATAN. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli 

Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 83), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 12 dan angka 13 Pasal 1 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sukoharjo. 

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten 

Sukoharjo. 

11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten 

Sukoharjo. 

12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo 

13. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

14. Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan 
jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga 

ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

16. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan 
Kabupaten yang selanjutnya disebut Pengadaan 
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 

oleh Pemerintah Kabupaten, yang dibiayai oleh 
APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi 
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan. 
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17. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat 

UKPBJ adalah unit kerja pada Kabupaten yang menjadi 
pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa merupakan 
unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, 

berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu 
melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga 

merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah 
dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 
di Indonesia. 

18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan 
pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara 
elektronik. 

 

 
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 8 

 
(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 

(2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 9 
 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari: 

a. Inspektur Daerah; 

b. Sekretariat; 

c. Inspektur Pembantu; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, terdiri dari: 

a. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan 

b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. 

(3) Inspektur Pembantu sebagimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, terdiri dari: 

a. Inspektur Pembantu I; 

b. Inspektur Pembantu II; dan 

c. Inspektur Pembantu III. 
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(4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 60 
 

Subbagian Rapat dan Risalah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bagian Rapat, Risalah dan 
Perundangan-undangan yang mempunyai tugas: 

a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang; 

b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat; 

c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD; 

d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;  

e. memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan 
konsultasi; dan 

f.  menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana 
Kerja DPRD. 

 

4. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 61 
 

Subbagian Perundang-undangan dan Produk Hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 

Rapat, Risalah dan Perundang-undangan yang mempunyai 
tugas: 

a. melaksanakan kajian perundang-undangan; 

b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik; 

c. menyusun bahan analisis produk penyusunan 

perundang-undangan; 

d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif; 

e. merancang bahan pembahasan Perda; dan 

f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM). 
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5. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 62 
 

Subbagian Dokumentasi, Humas dan Protokol sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rapat, Risalah 

dan Perundangan-undangan yang mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan komunikasi dan publikasi; 

b. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;  

c. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD; 

d. merencanakan kegiatan DPRD; dan 

e. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD. 

 

6. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 63 
 

(1) Bagian Anggaran dan Pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) huruf b dipimpin oleh 
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD mempunyai 
tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah bidang anggaran dan 

pengawasan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bagian Anggaran dan Pengawasan 
mempunyai fungsi: 

a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan 

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)/ Kebijakan 
Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan; 

b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan 

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  (APBD)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  Perubahan (APBDP); 

c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan 
pembahasan Raperda pertangungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  (APBD); 
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d. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan 
pembahasan laporan semester pertama dan 

prognosis enam bulan berikutnya; 

e. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan 
pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban 

kepala daerah; 

f. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan 

pembahasan terhadap tindak lanjut hasil 
pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI); 

g. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan 
aspirasi masyarakat; 

h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi 
rumusan rapat dalam rangka pengawasan; 

i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan 

pelaksanaan penegakan kode etik Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD); 

j. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan 

dukungan pengawasan penggunaan anggaran; 

k. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan 

pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

l. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan 
penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;  

m. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan 
persetujuan kerjasama daerah; dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan terkait tugas dan fungsinya. 

 

7. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 64 

Subbagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bagian Anggaran dan Pengawasan 
yang mempunyai tugas: 

a. merencanakan pembahasan Kebijakan Umum 

Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA 
PPAS)/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) 

Perubahan; 
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b. menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah  (APBD)/ Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah  Perubahan (APBDP); 

c. menyusun bahan pembahasan Raperda 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD); 

d. menyusun bahan pembahasan laporan semester 

pertama dan prognosis enam bulan berikutnya; 

e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan 
pertangung jawaban Bupati; dan 

f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak 
lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK RI). 

 
8. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 65 

Subbagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bagian Anggaran dan Pengawasan 
yang mempunyai tugas: 

a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka 

pengawasan; 

b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD; 

c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan 

kode etik DPRD; 

d. menganalisis bahan dukungan pengawasan 

penggunaan anggaran; dan 

e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan. 

 

9. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 66 

Subbagian Pengelolaan Aspirasi dan Fasilitasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Anggaran dan Pengawasan yang mempunyai tugas: 

a. memfasilitasi reses DPRD; 

b. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan 
pejabat pemerintah dan masyarakat; 
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c. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi; 

d. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan 

e. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan 
DPRD. 

 

10. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 67 

(1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris DPRD mempunyai tugas 

perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah bidang tata usaha, 
kepegawaian, tenaga ahli, keanggotaan DPRD, sarana 
prasarana dan keuangan. 

 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan 

mempunyai fungsi : 

a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat 

DPRD; 

b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD; 

c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD; 

d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas 
anggota DPRD; 

e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan 
DPRD; 

f. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD; 

g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan 
kebutuhan rumah tangga DPRD; 

h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana DPRD; 

i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi 

tanggung jawab DPRD; 

j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat 

DPRD; 

k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran 
Sekretariat DPRD; 

l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah 
tangga Sekretariat DPRD; 
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m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat 
DPRD; 

n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan 
Sekretariat DPRD; 

o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, 

Anggota dan Sekretariat DPRD; 

p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran 

Sekretariat DPRD; 

q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan 
Sekretariat DPRD;  

r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD; 

s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan 
keuangan Sekretariat DPRD; 

t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi 

keuangan Sekretariat DPRD;  

u. menyusun laporan kinerja dan anggaran 
Sekretariat DPRD; dan 

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan terkait tugas dan fungsinya. 

 

11. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 68 

Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan 

Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (5) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan 
yang mempunyai tugas: 

a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas 

Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD; 

b. melaksanakan kearsipan; 

c. menyusun administrasi kepegawaian; 

d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan 
pelayanan administrasi kepegawaian; 

e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian; 

f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan 
penyediaan tenaga ahli; dan 

g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar 
Urut kepangkatan dan formasi pegawai. 
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12. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 69 

Subbagian Sarana dan Prasarana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum 
dan Keuangan yang mempunyai tugas: 

a. mengatur dan memelihara kebersihan kantor 

komplek Sekretariat DPRD; 

b. mengatur dan memelihara halaman dan taman di 

komplek Sekretariat DPRD; 

c. mengatur dan mengelola keamanan komplek 
Sekretariat DPRD; 

d. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat 
dan pertemuan; 

e. mengadakan barang dan jasa kebutuhan 

perlengkapan Sekretariat DPRD; 

f. mendistribusikan dan pengendalian bahan 

perlengkapan; 

g. merencanakan pemeliharaan alat-alat 
perlengkapan; 

h. menyediakan, mengurus, menyimpan dan 
mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan 

Sekretariat DPRD; 

i. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan 
bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD; 

j. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para 
pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat 
DPRD; dan 

k. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana 
dan gedung. 

 
13. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 70 

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (5) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan 

yang mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan perencanaan; 
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b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik murni 

maupun perubahannya; 

c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga 
DPRD; 

d. merencanakan kebutuhan perlengkapan 
Sekretariat DPRD; 

e. merencanakan pemverifikasian keuangan; 

f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan; 

g. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan pembantu, 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk 

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan 
(SPM UP)/ Ganti Uang (GU)/Tambah Uang 

(TU)/Langsung (LS); 

h. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah 
tangga; 

i. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat 
DPRD; 

j. merencanakan penatausahaan keuangan; 

k. menyusun pengadministrasian dan pembukuan 
keuangan; 

l. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara dalam 
pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban 

keuangan; 

m. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, 

Anggota dan Sekretariat DPRD; 

n. menganalisis laporan keuangan; 

o. menganalisis laporan kinerja; dan 

p. menyusun laporan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan. 

 
14. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 71 
 

(1) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah 

yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk 
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Inspektorat Daerah mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan 
dan fasilitasi pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja 

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu 
atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana 

korupsi; 
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi 

birokrasi; 

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah 
Kabupaten; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

 
 

15. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal  72 

 
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur 
Daerah. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Sekretaris yang  mempunyai tugas 
melaksanakan  pembinaan teknis dan administratif ke 

dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian perumusan rencana program 
kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan 
penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan pengadministrasian kerja sama;  

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, 

pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil 
pengawasan serta monitoring dan evaluasi 
pencapaian kinerja;  

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; 
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d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan 
dan rumah tangga. 

e. pengoordinasian, pembinaan dan penataan 
organisasi dan tata laksana di lingkungan 
Inspektorat Daerah; 

f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan 
perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi 

hukum di lingkungan Inspektorat Daerah; 

g. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 
dan 

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
16. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 73 

(1) Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja 

pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan 
peraturan perundang-undangan, kerjasama 

pengawasan, dan dokumentasi, melaksanakan 
administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, 
pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan 

serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut 
hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi, koordinasi, 
supervisi, dan pencegahan korupsi dan  monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan 
anggaran Inspektorat Daerah;   

b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja 

pengawasan;   

c. koordinasi dan penyusunan peraturan 
perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi 

hukum;  

d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya 
dan Aparat Penegak Hukum.   

e. penginventarisasian hasil pengawasan;   
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f. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;   

g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil 
analisis dan evaluasi pengawasan;   

h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut 

hasil pengawasan; 

i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan 

laporan kinerja Inspektorat Daerah, 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi, 

supervisi, dan pencegahan korupsi; dan 

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi. 

 

17. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 74 

(1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b 

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
yang mempunyai tugas melaksanakan urusan 

kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah 
tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, 

akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan 
keuangan. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;   

b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha 
Inspektorat;   

c. pelaksanaan urusan perlengkapan;   

d. pelaksanaan urusan rumah tangga.   

e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan 
tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.   

f. pelaksanaan perbendaharaan; dan   

g. pelaksanaan  verifkasi,  akuntansi  dan pelaporan 

keuangan.  
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18. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 75 
 

(1) Inspektur Pembantu  mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap 

pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan 
pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah, berada 
dibawah dan bertanggung jawab terhadap Inspektur 

Daerah.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:  

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan 
dan pengawasan terhadap perangkat daerah;   

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanan tugas dan fungsi perangkat 
daerah;   

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan 
fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah;  

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;  

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas 
perangkat daerah;  

f. pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi; 

g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah;   

h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah lainnya;   

i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan;   

j. pelaksanaan pemeriksaan investigatif dengan sasaran 
penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi 

penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana 
korupsi; 

k. pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan 

negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara 
yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk 

dilakukan perhitungan kerugian keuangan 
negara/Daerah; 

l. penyusunan laporan hasil pengawasan;   
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m. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan 
pengawasan khusus;  

n. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan 
khusus;  

o. pelaksanaan pemeriksaan atas aduan masyarakat;  

p. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran 
menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta meyakinkan 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah (Renstra PD) telah sesuai dengan 
kaidah perencanaan;  

q. pelaksanaan reviu dokumen perencanaan 
pembangunan dan anggaran Daerah tahunan 
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja 

Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana 
Kerja dan Anggaran  Satuan Kerja Perangkat Daerah 

termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga 
konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dengan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen 

perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran 
daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan dan anggaran daerah 

tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan; 

r. pelaksanaa reviu laporan keuangan pemerintah 
daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara 

terbatas bahwa tidak ada modifikasi meterial yang 
dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan 

berdasarkan sistem pengendalian intern yang 
memadai dan sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan; 

s. pelaksanaan reviu laporan kinerja dengan sasaran 
memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan 
kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, 

akurat dan berkualitas; 

t. pelaksanaan reviu laporan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan sasaran 

memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, 
dan keabsahan informasi kinerja dalam Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);  
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u. pelaksanaan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah 

dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)  Fisik 

telah memenuhi persyaratan dokumen; 

v. pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

w. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan 
publik;   

x. pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian 
terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan 
kerugian daerah seusai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

y. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 

oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukohajo. 

   

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 23 Desember 2020 

       BUPATI  SUKOHARJO, 
   

         ttd. 

 

WARDOYO WIJAYA 
 

 
               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 23 Desember 2020 
 

Plh.SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO 
ASISTEN PEREKONOMIAN 

   DAN PEMBANGUNAN, 
 

                 ttd. 

  
             WIDODO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2020 NOMOR 82 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM,  

 
 

BUDI SUSETYO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19730705 199203 1 004 



BUPATI SUKOHARJO, 

 
ttd. 

 

WARDOYO WIJAYA 

 
 

 

 

 
 

 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 82 TAHUN 2020 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI 
BUPATI, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 
INSPEKTORAT DAN KECAMATAN. 

Keterangan: 
: Garis Perintah 
: Garis Koordinasi 
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